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Hahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajur mengajar disatuian
pendidikan, perlu ditetaphan 1zm opsrasional Sekolah Dasar (5D)

Baliwa berdasarkan pertimbangan schugaimana dimaksud huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan Keputusan  Kepala Dinas Pendidikan dan  Kebudaysan
kabupaten Poio

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 teptang Sistem Pendidikan Nasional,
Undong-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan  Daerah
(L embamn Negars Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438}, schagaimana telah diubah
heberapa kah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 l'enlang
Perubshan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemenntahan Dacrali, (Lembaran Negars Repubhk Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 48441,
Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
Persturan  Pemerintal Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar MNasional
Pendidikan,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisas: Perangkat
Daerah (L embaran Negara Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negari
Momord 741 ),

Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggamaan  Pendidikan  sebagaimana teluh  diubuh depgan Peraturan
Pemenntah Nomor 66 Tahun 2010,

Peraturan  Menternn  Pendidikan Nasional Rl Nomor 060U 2002 tentang
Pedoman Pendinan Sekolah:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indanesia Nomer 84
Tahun 2014 wentang Pendinan Satuan Pendidikan,

Peraturan Mentert Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11

Tahun2015 tentang Orgamsasi dan Tat Kerjo KeMentenan Pendidikan dan
Kebudayaan,

Peraturan Dacrah Kabupaten Poso Nomer 15 tabun 2012 tentang Pengelolaan

dan Penyelengparann Pendidikan:






